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Anggaran Pemerintah Belum Siap

RUU Jabatan Hakim

Sulit Dtrampungkan

PEMBAHASAN RUU Jabatan
Hakim sepertinya tidak bisa
cepat rampung. Salah ‘satu
penyebabnya, Pemerintah be-
lum satu suara dengan DPR

mengenai posisi hakim sebagal £
- RUU, tambah Nasir, status

pejabat negara.

“DPR sebenarnya sedang
bekerja keras untuk meram-
pungkan RUU Jabatan Hakim.
Di Komiisi IIT sudah dibuatkan
Panja (Panitia Kerja). DIM
(Daftar Invetarisasi Masalah)
sedang disiapkan, Namun, di
Pemerintah belum memiliki
kesamaan dalam konteks ha-
kim sebagai pejabat negara.
Suara di Pemerintah sendiri
belum bulat,” kata Anggota
Komisi III DPR Muhammad -

-Nasir Djamil, kemarin.

Kata politisi senior PKS‘“
ini, dalam UU Kekua
Kehakiman dan UU Aparat
Sipil Negara (ASN), secara
spesifik sudah disebutkan
bahwa hakim merupakan pe-
jabat negara, Makanya, Komisi
Il menyusun RUU itu untuk
menguatkan posisi hakim se-

* bagai pejabat negara.

Dengan posisi sebagai
pejabat negara, lanjutnya,
bakal ada evaluasi terhadap

~ kerja para hakim. Mulai dari

tingkat pertama di Pengadilan
Negeri, sampai tingkat ting-
kat tiga di Mahkamah Agung
(MA). -

“Ini merupakan konse-
kuensi sebagai pejabat negara.
Hasil evaluasi seperti apa?
Apakah kinerjanya baik atau
buruk. Kalau baik seperti
apa, kalau buruk seperti apa,”
tuturnya.

Nasir menyebut, Pemerintah
belum siap mewujudkan posisi
hakim ‘sebagai pejabat negara
karena masalah anggaran.
Kementerian Keuangan (Ke-
menkeu) beralasan, negara

belum mampu memenuhi porsi

‘angga.ran ]1ka hakim mcnjadx,;

pejabat negara. Sebab, dengan

posisi pejabat negara, banyak

tunjangan dan. fasmtas yang
harus dipenuhi.:

Dengan belum d1sahkan .

‘hakim menjadi tidak jelas.

"‘Sekarang, hakim sebagai

pejabat negara namun citarasa
PNS imbuhnya, : .
- Makanya, kata Nasir, keha- ;
diran RUU Jabatan Hakim
sangat penting. Selain akan
memberikan fasilitas seperti
yang diterima pejabat negara;
dalam RUU itu juga akan
diatur bagaimana manajemen
hakim. Termasuk rekrutmen
hmgga pemberian penghargaan

—bag& yang berprestasi. and

‘hukuman bagi yang kinerja
tau perlakuannya buruk. =
‘Meski ‘peluangnya sulit,
Komisi III tetap melakukan
pembahasan. Pekan laly,

rombongan Komisi 1II me-
lakukan kunjungan ke Ban-
dung, Jawa Barat, untuk ber-
 temu kalangan pcradllan di
“sana. Komisi III menjaring

masukan dan melihat kon-
disi lapangan untuk selanjut-
nya dimasukkan dalam RUU
Jabatan Hakim.

Kunjungan dipimpin Wakil
Ketua Komisi [II DPR Erma
Suryani Ranik. Yang ikut ada-
lah Muhammad Ali Umri, Risa
Mariska, M Nurdin, Ahmad
Zacky Siradj, Saiful Bahri
Ruray, Mulyadi, Bahrudin
Ansori, TB Soenmandjaja,
Amir Uskara, dan Samsudin

Siregar.

Dari kunjungan itu, ter-

-ungkap banyak permasalahan

dan kendala yang dihadapi.

.Di antaranya alokasi anggaran

yang belum memadai, sarana
dan prasarana rusak, serta ter-
batasnya kapasitas Jarmgan
internet. B KAL



